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ABSTRAKSI

PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM HAL PENYIDIKAN
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI
INDONESIA

( Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)
OLEH:
HERMAWAN

NPM : 00 840 0051
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai
kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai
perundang-undangan yang salah saiu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9
Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal | ayat (6) nya diterangkan
bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik indonesia.

Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah
Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik da:i segi
politik, ekonomi ma.ipun sosial budaya bagi bangs2 dan negara Indonesia.

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam
berbagal bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat daa kepentingan si
warga negara astng tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan
yang beitentan 3an dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan izin tinggal
warga negara asing tersebuf, dimana dalam ketentuen perundang-undangan
keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang
diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50
Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian,

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa timbul perkara pidana penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di
[ndonesia dengan perbendingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak
mempersulit izio tinggal si warga negara asing di Indonesia.

2. Dan bagaimana pula keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara
i bidang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini ?

Dari hasil penelitian diketahui bahwa :

], Izin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasamya meliputi empat bagian
yaitu :

a. Izn singgah yang diberilean kepada orang asing yang memerlukan singgah di
wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara
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lain atau kembali ke negara asal.

b. lzin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah
Indonesia untuk wakty yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan,
pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha.

c. lzn tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah
Indonesia selams jangka waktu yang terbatas.

d. lzin snggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di
wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib meudaflarkan diri pada kantor
rmigrasi setempat.

. Penyidik di dalam perkara pidana penyalahgunaen izin tinggal warga negara asing

atau di bidang keimigrasian ini dilckukan menurut KUHAP dimana penyidik

Polisi tetap merupakan keordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri

yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini.

. Belun efektifnya diberlakukan keberadaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992

schingga dalam fertanggung jawaban pelaku perbuatan pidana yang

menyalahgunakan izin tinggal masih memakai ketentuan-ketentuan pidana yang
diatur di dalam KUR Pidana bukan dan ketentuan-ketentuan pidana di dalam UU

No. 9/Tahun 1992 sehingga terkadang akibat hukwnnya adalah pendeportesian

kepada warga negara asing tersebut.

. Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya telah menempatkan dirinya

kepada hal yang semestinya dicana fiingsi penyidik dalam ha! ini adalah berusaha

menyidik kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan warga negara asing
dengan berdasarkan hak azasi manusia tersangka.
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BABI

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusla
Indonesia seutiuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,
sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasilta dan Undang-Undang Dasar 194S.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan
secara tenus-menenis usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara %erutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan
pembangunan yang secara iangsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan
rékyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia
ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di
dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang betada di daerah
sbrategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitihya memberikan
kedudukan kepada Indo1esia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam
lalu lintas perdagangan.

L'Jari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia
sangat posensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya.
Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-
undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang

asing adalah orang bukan warga negara Republik indonesia.
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Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di
Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan
memasuki Indonesia haruslah memenuhl persyaratan sebagalmana yang disentukan
oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimlgrasian secara
tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang
keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinslp yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip inl, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat
bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak
membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan balk terhadap
rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dlizinkan masuk wilayah
Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah
Negara Republik Indonesia harus diperdimbangkan dari berbagal segi, baik dart segl
politik, ekonoml maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian izin tinggal bagt warga negara asing di Indonesia dapat dalam
berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si
warga negara asing tersebut. Tetapi datam prakteknya ser:ng timbul suatu perbuatan
yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan izin tinggal
warga négira asing tersebut. dimana dalam ketennian perundang-undangan
keimigraslan perbuatan sedemlkian digolongkan sebagal suatu perbuatan yang
diancam dengan ketentuan pidana se’agaimana yang dlatur di dalam Pasal SO

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
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A. Pengertian dan Penegasan Judul
Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul * PENGAWASAN

KEPOLISIAN DALAM HAL PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Poltabes Medan dan

Sekitarnya)".

Agar tidak menimbulkan penafsitan yang berbeda terhadap judul di atas
maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara
etimologi (kata per kata), yaitu :

Pengawasan cliartikan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mengawasi
sesvaty objek tertentu 1.

Kepolisian dalam hal ini adalah Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU
No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hal berarti dibatasi dalam suatu skup sertentu.

- Penyidikan dalam hal ini adalah adalah orang yang mengadakan kegiatan
penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1)
KUHAP menyebutkan " penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipii tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan ™.

Penyalahgunaan Izin Tinggal, adalah sebuah perbuatan yang bettentangan

dengan hukum dimana si orang asing tersebut dengan sengaja menyaiahgunakan

! Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apolio, Surabaya, 1997,
hal. 57.
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